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ABSTRAK

Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization menyatakan Virus
Corona sebagai pandemi dunia. Indonesia menyatakan Covid-19 merupakan
penyakit yang mengakibatkan kedaruratan pada masyarakat dan dianggap sebagai
bencana non alam yang menyebabkan kematian dan kerugian ekonomi. Indonesia
melaporkan kasus pertamanya di awal Maret 2020. Pemerintah indonesia
menetapkan regulasi mengenai penanggulangan pandemi Covid-19. Hal hal yang
dilakukan pemerinath dalam mencegah penyebaran lebih luas adalah dengan
melakukan PSBB (pembatasan sosial berskala besar), melakukan 3T (Testing,
Tracking, Treatment), dan penerapan vaksinasi bagi seluruh masyarkat indonesia.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian
kepustakaan (library research). Penelitian in bersifat deskriptif-analisis, yaitu
sistem yang memberikan gmabaran suatu hasil dari analisa data-data yang telah
dikumpulkan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu
pendekatan yang dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan perspektif
maqashid syariah, pemerintah dalam menanggulangi bencana Covid-19 dengan
mengeluarkan regulasi atau kebijakan publik berupa peraturan presiden,
keputusan presiden dan sebagainya mengenai vaksinasi yang dimulai dari adanya
keadaan darurat yang terjadi di Indonesia dengan sudut pandang magashid syariah
sebagai prinsip yang melindungi jiwa (hifdzu nafs) demi kemaslahatan umat
manusia

Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Vaksinasi, Magashid Syariah, Hifdzu
An-Nafs.



ABSTRACT

On March 11, 2020, the World Health Organization declared the
Coronavirus a world pandemic. Indonesia declares Covid-19 a disease that
causes emergencies in the community and is considered a non-natural disaster
that causes death and economic losses. Indonesia reported its first case in early
March 2020. The Indonesian government has established regulations regarding
the management of the Covid-19 disaster. The thing that the government does in
preventing wider spread is to do PSBB (large-scale social restrictions), conduct
3T (Testing, Tracking, Treatment), and the implementation of vaccination for all
Indonesian communities.

In writing this thesis, the author uses a library research method. Research
in descriptive-analysis, which is a system that provides a result of the analysis of
the data that has been collected. This research approach is a normative juridical
approach, which is an approach carried out by looking at laws and regulations.
This thesis uses the Policy theory of Willian Dunn with 5 stages in policy making
and the concept of Magashid Syariah which pursing to hifdzu nafs or commonly
referred to as the concept of protecting life (life).

The results of this study using public policy theory and the perspective of
sharia magashid, the government in tackling the Covid-19 disaster by issuing
regulations or public policies in the form of presidential regulations, presidential
decrees and so on regarding vaccinations starting from the emergency that
occurred in Indonesia has been good by producing many developments regarding
the number of people who have vaccinated although they still experience many
obstacles in some ways. Like a rejection from some circles. The existence of this
established vaccination is also seen through the point of view of sharia magashid
as the basis of Islamic law, in this case is protecting the soul (hifdzu nafs) in other
words the government has prioritized the safety of the community.

Keywords: Government Policy, Vaccination, Magashid Syariah, Hifdzu An-Nafs.
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MOTTO

Hidup hanya bisa dimengerti dengan melihat ke belakang,
tetapi ia berlanjut ke depan
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Jangan mundur sebelum melangkah,

Setelah melangkah lalu jalani dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Indonesia Nomor: 158/1987 dan
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HurufArab | Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan

< Ba’ B Be

<& Ta’ i Te

& sa’ § s (dengan titik di atas)

z Jim J Je

z H&’ h Ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh Kdanh

2 Dal D De

3 Zal Z Z (dengan titik di atas)

B Ra’ R Er

D Za’ Z Zet

o Sin S Es

o Syin Sy Es dan ye

o= Sad $ Es (dengan titik di bawah)
o= Dad d De (dengan titik di bawah)




Lk T’ t Te (dengan titik di bawah)
L 7a’ z Zet (dengan titik di bawah)
& ‘Aln ‘ Koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge
s Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
B Mim M ‘em
o Niin N ‘en
3 Wawu W W
° Ha’ H Ha
e Hamzah | ° Apostrof
< Ya’ Y Ye
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

35;3_:& Ditulis Muta’ addidah

s Ditulis iddah
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C. Ta’ Marbiitah di akhir kata

1.

Bila ta’ Marbiitah di baca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab
yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan
sebagainya.

ks Ditulis hikmah

3 Ditulis Jizyah
Bila ta’ Marbitah diikuti dengan kata sandang “al’ serta bacaan kedua
itu terpisah, maka ditulis dengan h

Karamah al-
RRPNEPES Ditulis
auliya’

Bila ta’ Marbiitah hidup dengan harakat fathak, kasraz dan dammah
ditulis t

il 383

Ditulis

Zakat al-figr

D. Vokal Pendek

fathah

Kasrah

dammah

Ditulis

Ditulis

Ditulis

E. Vokal Panjang
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fathahalif Ditulis 4

EEIREY Ditulis Jahiliyyah
fathah+ya’ mati Ditulis 4

e Ditulis Tansa
Kasrah+ya’ Mati Ditulis I

RS Ditulis Karim
dammah+wawu mati Ditulis u

s Ditulis Juriid

F. Vokal Rangkap

fathah+ya’ mati Ditulis Al

R Ditulis bainakum
fathah+wawu mati Ditulis Au

J3 Ditulis Qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata
Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan tanda apostrof (*)

el Ditulis a’antum
La’in
Zhogn o Ditulis
syakartum

Xiv



H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila kata sandangA/if+Lam diikuti huruf gamariyyah ditulis dengan al.

ol Al Ditulis Al-Qur’an

okl Ditulis Al-Qiyas

-

2. Bila kata sandang Aflif+Lam diikuti Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan

huruf | (el)-nya.

L) Ditulis as-Sama

il Ditulis as-Syams

I.  Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnkan
(EYD).
J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Kata-kata dalam rangkaian .kalimat ditulis menurut bunyi atau

pengucapannya.

Ditulis Zawi al-furid

& Gl Ditulis ahl as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
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a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur’an, hadis, mazhab,
syariat, lafaz.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku al-Hijab.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri
Soleh.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko
Hidayah, Mizan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization menyatakan
Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut Covid-19) sebagai pandemi
dunia. Indonesia menyatakan Covid-19 merupakan penyakit yang mengakibatkan
kedaruratan pada masyarakat dan dianggap sebagai bencana non alam yang
menyebabkan kematian, kerugian ekonomi dan memberikan dampak buruk di
beberapa aspek.

Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok,
Jawa Barat dengan jumlah 1 pasien. Diketahui pasien tersebut sebelumnya
melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang terjangkit Covid-19 sejak 14
Februari 2020. Pasien tersebut dinyatakan positif Covid-19 pada 1 Maret 2020.
Untuk pasien kedua merupakan ibu dari pasien pertama yang melakukan kontak
dengan anaknya®.

Setiap. warga negara Indonesia sebagai makhluk individual dan sosial
harus menyadari bahwa setiap keputusan-yang diambil baik dari-pribadi masing-
masing maupun pemerintah tidak hanya terkait dengan diri sendiri namun juga
untuk kehidupan sosial dan lingkungan disekitarnya. Kasus penularan begitu cepat
hingga Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan angka positif tertinggi

dengan angka kematian tertinggi di Asia.

1 https://www.google.com/amp/s/health.detik.com/berita-detikhealth/d-5781536/kapan-covid-
19-masuk-ke-indonesia-begini-kronologinya/amp, diakses pada 15 Januari 2022
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Kerjasama dan peran masyarakat serta pemerintah sangat diperlukan
dalam penanggulangan bencana Covid-19, oleh sebab itu pemerintah mengambil
kebijakan peraturan dan keputusan atau diskresi agar dapat menangani kasus
Covid-109.

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau
dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang
dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-
undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak
jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Penggunaan diskresi adalah hak
pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan?.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur tentang wewenang
pejabat yang melakukan diskresi setiap penggunaan diskresi bertujuan untuk
melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum,
memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam
keadaan tertentu untuk kepentingan umum?. Ada beberapa syarat tujuan pejabat
pemerintah untuk menggunakan diskresi yakni tidak bertentangan degan ketantua
perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
(AAUPB), berdasarkan alasan objektif yang tidak menimbulkan konflik, dan
dilakukan dengan itikad baik.

Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah juga melalui persetujuan
pejabat untuk mengalokasikan angaran sebab hal ini tidak hanya terkait dengan

masalah kesehatan namun juga termasuk dengan keuangan. Persetujuan ini

2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (9)

% Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Pasal 22 ayat (1)
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diperlukan apabila diskresi menimbulkan akibat hukum yang membebani
keuangan negara

Dalam menanggapi pandemi Covid-19 dibutuhkan beberapa instrumen
hukum berupa peraturan perundang-undangani, yaitu Kepres Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB (Pembatasan Sosial Berskala
Besar) dalam rangka penanganan Covid-19, Keppres Nomor 11 Tahun 2020
tentang Penetapan Status Kesehatan Masyarakat, Perppu Nomor 1 Tahun 2020
tentang kebijakan keuangan untuk penanganan Covid-19.

Kasus aktif Jawa Tengah menjadi daerah dengan kasus paling banyak
yakni dengan 16.180 dan Kalimantan Timur sebagai daerah dengan kasus rendah
dengan 3.395. Kumulatif kasus sembuh terdapat di daerah DKI Jakarta dengan
837.333. Kumulatif kasus kematian tinggi berada di daerah Jawa Tengah dengan
29.455 dan rendah berada di Sumatera Selatan dengan 2.984. Banyaknya kasus
kematian dan tingkat penularan yang tinggi yang terjadi di Indonesia, pemerintah
membuat peraturan perundang-undangan mengenai- vaksinasi Covid-19 sebagai
langkah untuk mencegah lebih banyaknya kasus yang akan terjadi-di Indonesia®.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 tahun 2020, vaksin
adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah
mati atau masih hidup yang sudah dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau
berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein

rekombinan, yang ditambhakan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada

4 https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-12-september-2021, diakses pada
tanggal 23 November 2021
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seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit

tertentu. Tujuan pemerintah mengadakan vaksinasi Covid-19 sebagai berikut:

1. Menurunkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19

2. Mencapai kekebalan untuk mencegah penularan dan melindungi kesehatan
3. Melindungi dan memperkuat sistem imun

4. Menjaga produktifitas dan meminimalisasi dampak sosial dan ekonomi.

Ada 9 jenis vaksin yang telah mendapatkan izin dari BPOM yakni
Sinovac, Sinopharm, Astrazeneca, Sputnik V, Convidecia, Janssen, Novavax,
Moderna, Pfizer. Namun dari 9 jenis vaksin yang mendapatkan izin dari BPOM,
hanya beberapa saja yang dijamin kehalalannya oleh MUI. Kehalalan vaksin juga
dijamin oleh MUI melalui beberapa Fatwa MUI.

Kebijakan pemerintah mendapatkan respon positif maupun negatif dari
masyarakat. Beberapa kalangan masyarakat menerima adanya vaksinasi Covid-19
ini dengan tujuan untuk mengurangi tingkat penularan yang mungkin terjadi
dikalangan masyarakat. Namun, dikalangan lain menolak adanya vaksinasi
dengan beberapa alasan diantaranya kurangnya informasi mengenai vaksinasi,
pengaruh prinsip agama, dan alasan kesehatan. Hal ini menjadi tugas bagi
pemerintah untuk mensosialisasikan vaksinasi sehingga dapat dicapai tujuan

untuk menanggulangi bencana Covid-19 melalui vaksinasi.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah

sebagai berikut:

1.

Bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-
19 melalui vaksinasi?

Bagaimana program vaksinasi dalam perspektif magashid syariah?
Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas makan tujuan dan kegunaan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Tujuan

Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengendalikan pandemi
Covid-19 melalui vaksinasi.

Untuk mengetahui program vaksinasi dalam perspektif magashid syariah.
Kegunaan

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan disiplin
ilmu hukum yang berkaitan dengan kebijakan atau diskresi yang diambil
oleh pejabat pemerintahan pada masa pandemi.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk
perbandingan bagi praktisi hukum untuk menyempurnakan diskresi atau
peraturan perundang-undangan yang diambil oleh pejabat pemerintahan
dan juga dapat menjadi referensi yang menambah wawasan disiplin ilmu

hukum tentang kebijakan atau diskresi serta penetapan vaksinasi Covid-19.
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D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya
kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau
disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.

Untuk mencegah terjadinya penelitian ulang dan sebagai pendukung
penelitian ini, penyusun melakukan penelusuran terhadap berbagai penelitian atau
karya ilmiah yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dan
relevansi dengan penelitian ini.

Dengan judul ”Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Dalam
Menanggulangi Bencana Covid-19 Melalui Vaksinasi Perspektif Magashid
Syariah”, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian ini
diantaranya sebagai berikut:

Yang pertama, jurnal yang berjudul “Vaksinasi Covid 19 dan Kebijakan
Negara : Perspektif Ekonomi Politik” karya Idil Akbar (2021) memaparkan
bahwa negara sebagai institusi yang bertanggungjawab atas kondisi rakyatnya
dengan melihat dampak’ yang' diberikan' kepada rakyatnya®. Negara harus siap
untuk melakukan ganti- rugi 100% apabila tidak adanya tanggungjawab dan
pemerintah siap menjalin komunikasi dengan baik agar tumbuh kesadaran dalam
melakukan sosialisasi tentang adanya program vaksinasi Covid-19. Terdapat
perbedaan antara skripsi karya Idil Akbar dengan skripsi ini yakni pada perspektif

yang penulis ambil yaitu magashid syariah.

® Idil Akbar, “Vaksinasi Covid 19 dan Kebijakan Negara : Perspektif Ekonomi Politik,” Jurnal
Skripsi Universitas Padjajaran
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Kedua, jurnal keperawatan yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap
Penerimaan Vaksinasi Covid-19” karya Nining Puji Astuti, Erlangga Galih Z.N,
Joma Chyntia Lattu, Imelzy Riana P, Dewi Anggiani S (2021). Jurnal ini
membahas tentang keraguan masyarakat tentang vaksinasi dikarenakan kurangnya
informasi mengenai vaksinasi Covid-19°. Selain itu banyaknya berita yang tidak
benar memperlambat pemerintah dalam melakukan program vaksinasi serta
kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Ketiga, skripsi dari Rismayanti (2020) yang berjudul “Tinjauan Yuridis
Terhadap Diskresi Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-/9”. Skripsi ini
menjelaskan analisa yuridis mengenai diskresi pemerintah yakni Pasal 27 Perpu
No 1 Tahun 2020 yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku’.
Perbedaan antara skripsi dari Rismayanti ini dengan skripsi yang ditulis oleh
penulis adalah mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dan juga
perspektif yang dipakai dalam menganalisis kebijakan yakni perspektif magashid
syari’ah.

E. Landasan Teori

Negara-adalah sebuah entitas politik yang bersifat formal yang memiliki
lima komponen utama yakni komponen lembaga, rakyat, wilayah yang diakui
kedaulatannya, kebijakan publik, dan tujuan. Sebuah negara harus memiliki

komponen lembaga yakni lembaga pemeritah atau eksekutif, lembaga

® Nining Puji Astuti, Erlangga, Dkk, “Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-
19,” Jurnal Keperawatan Universitas Kristen Duta Wacana

7 Rismayanti,”Tinjauan Yuridis Terhadap Diskresi Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-
19,”Skripsi Universitas Hasanuddin
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perundangan atau legislatif, dan lembaga peradilan atau yudikatif. Adanya rakyat
sebagai warga negara (citizen) memiliki hak kewargaan, hak politik dan hukum,
ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Wilayah yang diakui kedaulatannya yang
dapat dilihat kasatmata batasan-batasannya. Kebijakan publik menjadi komponen
yang mendasar untuk setiap negara modern. Kebijakan publik ini meliputi
konstitusi, peraturan perundang-undangan, keputusan kebijakan. Kebijakan publik
termasuk didalamnya “Tata Kelola Negara”, yang mengatur interaksi antara
negara dengan rakyatnya®.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya pemecahan masalah
sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan
masyarakat. Dalam hal ini setidaknya ada empat hal penting yang harus dipenuhi
yakni tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan, diberikan peluang
aktif partisipasi masyarakat, dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan®.

James E. Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan yang
secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor dan sejumlah aktor yang terlibat
dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi?.

Menurut Kamus-Besar Bahasa Indonesia, kebijakan dijelaskan sebagai
rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan
pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan
sebagainya). Dalam penyelesaian suatu permasalahan dalam pemerintahan,

pemerintah mempunyai alat yakni sebuah kebijakan. Pada dasarnya, kebijakan

8 Riant Nugroho, PublicPolicy (Jakarta:Media Komputindo, 2009), him. 65

9 Awan Y dan Yudi Rusfiana, Teori dan Analisis Kebijakan Publik: Bandung, Alfabeta, 2016.

10" Abdal, “Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik,” skripsi UIN Sunan Gunung
Djati (2015), him 54
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digunakan untuk memilih dan menunjukkan pilihan. Kebijakan adalah salah satu
konsep dalam ilmu politik. Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang
diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan
dan cara untuk mencapai tujuan itu. Suatu kebijakan bukan hanya mengenai suatu
permasalahan atau kemungkinan masalah yang akan terjadi tapi juga mengenai
permasalahan mana yang akan di tangani terlebih dahulu, atau tentang bagaimana
menyusun urutan masalah sehingga dapat mempriorotaskan suatu masalah untuk
diselesaikan terlebih dahulu.

Dalam pembuatan kebijakan publik, masyarakat wajib berpartisipasi guna
memberikan aspirasi juga masukan kepada pejabat setempat. Hal ini tercantum
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 72 huruf (g) disebutkan bahwa anggota DPRD
memiliki kewenangan menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
dari masyarakat'!. Masyarakat pun berhak memberikan masukan secara lisan atau
tulisan dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah®?.

Menurut William N--Dunn, aktifis politis, analisis-kebijakan-adalah aktivitas
intelektual dan praktis yang ditujukan untuk menciptakan, secara kritis menilai,
dan mengomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan*2.

Analisis kebijakan dalam kebijakan publik melalui 5 tahap yakni;

1. Tahap perumusan masalah : memberikan informasi mengenai kondisi-

kondisi yang menimbulkan masalah.

1 Undang-Undang Nomor17 Tahun 2014, Pasal huruf (g)
12 Sahya Anggara, Kebijakan Publik Pengantar, (Bandung:Pustaka Setia,2016), him. 15
3 Riant Nugroho, PublicPolicy (Jakarta:Media Komputindo, 2009), him. 90
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Tahap forecasting (peramalan) : memberikan informasi mengenai
konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan,
termasuk apabila tidak membuat kebijakan

Tahap rekomendasi kebijakan :memberikan informasi mengenai manfaat
bersih dari setiap alternatif.

Tahap monitoring : memberikan informasi mengenai konsekuensi skarang
dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-
kendalanya.

Tahap evaluasi kebijakan : memberikan infoemasi mengenai kinerja atau
hasil suatu kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan
tentang seberapa jauh atau seberapa banyak masalah yang terselesaikan
namun juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai
yang mendasari adanya sebuah kebijakan, membantu dalam penyesuaian

dan perumusan kembali suatu masalah**.

Ruang lingkup kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah tradisional

meliputi masalah pertahanan, hubungan luar. negeri,. masalah mempertahankan

hukum dan ketertiban. Dalam perkembangnnya, ruang lingkup kebijakan publik

meliputi bidang ' lain temasuk pendidikan, 'kesehatan,perumahan,perdagangan,

perhubungan/transportasi.

Secara sistematis, kebijakan memiliki tiga buah komponen yang saling

berinteraksi yakni policy stakeholder, policy environment, publik policy.

14 Chazali H. Situmorang, Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, Dan Evaluasi
Kebijakan (Depok:Social Security Development, 2016). HIm 285
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Menurut Dunn dengan mengutip Thomas R. Dye dapat digambarkan sebagai

berikut

15.

Pelaku
Kebijakan

Lingkungan Kebijakan
Kebijakan Publik

Gambar 1. Model Dasar Proses Kebijakan'®

Policy stakeholder atau pelaku kebijakan adalah badan pemerintahan
maupun orng atau lembaga non pemerintah yang terlibah dalam
pembuatan kebijakan. Mereka dapat mempengaruhi serta dipengaruhi oleh
suatu kebijakan.

Policy environment atau lingkungan kebijakan adalah bidang-bidang
kehidupan masyarakat yang perlu dan dapat dipengaruhi oleh pelaku
kebijakan.

Publik policy: atau kebijakan publik adalah serangkaian pilihan,tindakan
pemerintah untuk menjawab tantangan < atau memecahkan masaalh
kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik dibedakan menjadi analisis kebijakan, kebijakan publik

dan anjuran Kkebijakan. Kebijakan publik mencakup rumusan masalah,

implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijkaan. Ada tiga hal yang harus

5 Riant Nugroho, PublicPolicy (Jakarta:Media Komputindo, 2009), him. 72

16 Sahya

Anggara, Kebijakan Publik Pengantar, (Bandung:Pustaka Setia,2016), him. 13
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diperhatikan dalam kebijkaan publik, yakni penjelasan kebijakan, sebab dan
akibat dari kebijakan publik yang sedang dikaji menggunakan metode ilmiah, dan
analisis guna pengembangan teori umum tentang kebijakan publik dan
pembentukannya sehingga dapat diterapkan di lembaga dan bidang kebijakan
yang berbeda®’.

Kebijakan tidak akan berarti tanpa adanya pelaksanaan. Implementasi atau
penerapan kebijakan publik menjadi salah satu variabel yang penting yang
mempengaruhi  keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan suatu
permasalahan.. Oleh sebab itu setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah selalu
diimplementasikan agar tidak hanya menjadi wacana atau hal yang sia-sia.
Dengan implementasi kebijakan, diharapakan adanya perubahan yang sesuai
dengan perencanaan.

Adanya studi implementasi kebijakan dimulai dari banyaknya kegagalan
yang dialami oleh negara maju dalam mengimplementasikan kebijakan publik
yang telah ditetapkan. Kegagalan tersebut membuat para pakar kebijakan publik
mengkaji lebih jauh dan mencari penyebab dari gagalnya kebijkan tersebut. Ada
tiga komponen dasar dalam kebijakan publik yakni tujuan yang-hendak dicapai,
sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut. Implementasi adalah
cara yang digunakan untuk mencapai sasaran dari kebijakan publik?8,

Dalam tahap implementasi, kebijakan memiliki beberapa faktor baik

faktor yang akan menimbulkan hasil yang positif maupun negatif. Aspek yang

17 Sahya Anggara, Kebijakan Publik Pengantar, (Bandung:Pustaka Setia,2016), him. 18
8 Andi Cudai dan Muhammad Guntur, “analisis kebijakan publik”: Makassar, badan penerbit
universitas negeri makassar, 2019. HIm 16

33



mempengaruhi itu diidentifikasi  secara teoritis sehingga dapat diperoleh
gambaran mengenai penyebab tinggi rendahnya kinerja implementasi kebijakan.
Dalam implementasi kebijakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan yakni :
1. Merancang program dan rincian tugas dengan perumusan tujuan yang
jelas, ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu
2. Melaksanakan program dengan menggunakan struktur-struktur dan
personalia,dana dan sumber, prosedur serta metode yang tepat.

3. Membangun sistem jadwal, monitoring, dan sarana pengawasan yang tepat

Metamasalah

- .

[ Pencarian Masalah ] [ Pendefinisian Masalah ]
4 !
Situasi Masalah Masalah Substansif
4 v
[ Pengenalan Masalah ] [ Spesifikasi Masalah

\ Masalah Formal /

Gambar 1.2 Tahapan Rumusan Masalah®®

William Dunn menyatakan ada empat tahap dalam perumusam masalah

yakni pencarian masalah, pendefinisian masalah, menspesifikasikan masalah, dan

9 Riant Nugroho, PublicPolicy (Jakarta:Media Komputindo, 2009), him.68
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pengenalan masalah®. Dalam merumusakn masalah, peneliti harus bisa
membedakan antara masalah publik dengan masalah privat. Sebagai contoh
seseorang tidak bisa menanak nasi dikarenakan tidak memiliki penanak nasi, hal
tersebut dikatakan sebagai masalah privat. Namun apabila terjadi kelangkaan
bahan pangan itu termasuk masalah publik. Hal ini yang harus dicermati oleh para
peneliti.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara
sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau masalah atau
menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip prinsip umum.

Untuk membahas permasalahan yang ada diperlukan pendekatan dengan
metode ilmiah. Metode ilmiah adalah segala cara dalam rangkaian ilmu tersebut,
untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan sehingga hasil pembahasannya dapat
dipertanggungjawabkan sebagai penulisan yang bersifat ilmiah.

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metade penelitian sebagai
berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah penelitian perpustakaan yang mengkaji
studi dokumen yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan

perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum.

20 Abdal, “Kebijakan Publik: Memahami Konsep Kebijakan Publik,” skripsi UIN Sunan Gunung
Djati (2015), him. 29
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Penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk
meneliti dan membahas skripsi ini sebagai metode penrlitian dikarenakan latar
belakang sesuai dengan metode penelitian yang dibutuhkan dengan permasalahan
yang dilihat dari segi hukum tentang strategi kebijakan pemerintah serta diskresi
yang diambil oleh pemerintah ditengah pandemi Covid-19

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan
yuridis dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan kebijakan pemerintah menangani vaksinasi Covid-19. Pendekatan
normatif dengan cara merelevansikan kebijakan pemerintah dengan magashid
syariah.

3. Sumber Penelitian dan Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data
Dalam penelitian ini menggunakan sumber penelitian sebagai berikut:
1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari undang-
undang, keputusan' presiden, - peraturan - menteri, dan peraturan

lainnya??.

2. Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum
primer yang berasal dari kamus, penelitian sebelumnya,

ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Metode Pengumpulan Data

21 Soejono dan H.Abdurahman, Metode Penelitian Hukum:Jakarta,Rineka Cipta,2003., him 56
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Untuk memperoleh pengumpulan data yang akurat dalam penelitian ini
ditempuh dengan penelitian kepustakaan dan juga wawancara sebagai
pendukung.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian dengan judul
“KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK  INDONESIA  DALAM
MENANGGULANGI PANDEMI COVID-19 MELALUI VAKSINASI
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH, maka peneliti membagi dalam beberapa
bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang tepat.

Pembagian bab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari tujuh sub bab, pertama yaitu pendahuluan yang terdiri
dari latar belakang masalah sebagai dasar pembahasan dan juga sebagai
pengantar. Kedua, rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap
kandungan yang terdapat didalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan
penelitian yag berarti keinginan yang akan dicapai dari hasil penelitian ini dan
kegunaan penelitian yang berarti manfaat dari penelitian. Keempat, telaah pustaka
yang berisikan tentang penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan objek
penelitian. Kelima, kerangka teori yang berisikan acuan yang digunakan dalam
pembahasan dan penyelesaian masalah, keenam, metode penelitian, yang berisi
tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika
pembahasan, yang berisikan tentang struktur dari apa yang akan dibahas dalam

penelitian ini.
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Bab kedua, berisi gambaran teori dan kebijakan yang diambil oleh

pemerintah dalam menanggulangi bencana COVID-19.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai objek penelitian yaitu penguraian
kebijakan pemerintah mengenai diskresi oleh pemerintah mengenai vaksinasi
Covid-19 serta perspektif magashid syariah. Pada bab ini, penulis memaparkan
mengenai kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi. Latar belakang pengambilan

kebijakan berupa keputusan maupun peraturan pemerintah.

Bab keempat, berisi teori kebijakan publik mengenai kebijakan pemerintah
dalam pengambilan keputusan tentang vaksinasi. Bab ini akan memberikan
gambaran mengenai vaksinasi baik dari jenis, hukum menggunakan vaksin,
penolakan dan persetujuan masyarakat, penggunaan vaksin baik dari perspektif
magashid syariah dan juga teori kebijakan publik. Bab kelima, berisi penutup
yang terdiri dari kesimpulan dari seluruh penelitian dan pembahasan daari bab
satu hingga bab empat. Penelitian ini juga berisi saran-saran atas penelitian yang

telah dilakukan.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang diuraikan sebelumnya, maka dapat

dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

Dari beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah berjalan
dengan baik seperti adanya PSBB (pembatasan sosial berskala
besar), melaksanakan vaksinasi dan juga mengenai keuangan dalam
proses penanggulangan bencaan Covid-19. Dalam implementasi
suatu kebijakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya
adalah komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan disposisi. Faktor
yang menghambat pemerintah dalam melakukan vaksinasi adalah
kurangnya komunikasi dan sosialisasi mengenai manfaat vaksin
kepada masyarakat umum. Hal ini mempengaruhi tingkat
keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan.

Dari perspektif magashid syariah, vaksinasi yang dilakukan
pemerintah  untuk 'menanggulangi bencana Covid-19 agar tidak
menambah-jumlah korban sudah sejalan dengan konsep hifdzu nafs.
Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah termasuk dalam konsep
hifdzu nafs yakni bertujuan untuk melindungi jiwa. Sesuai dengan
tujuan dilakukannya vaksinasi yakni untuk memperkuat sistem imun,
mengurangi kemungkinan terjangkitnya penyakit dalam hal ini
Covid-19, dan selain itu juga dapat melindungi orang lain agar tidak

terjangkit penyakit.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penulis

memberikan beberapa saran antara lain :

1.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus melakukan sosialisasi
mengenai vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Selain itu melakukan
monitoring dan juga evaluasi mengenai perkembangan pelaksanaan
kebijakan.

Bagi masyarakat diharapkan untuk melakukan vaksinasi sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab
adanya vaksinasi Covid-19 ini dapat melindungi diri sendiri dan orang

lain.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

FN | Keterangan Terjemahan

32 | Q.S Adz-Dzariyat | Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia

ayat 56 melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku

36 | Q.S Al-Bagarah | Tidak ada paksaan untuk (memasuki)agama (Islam);
ayat 256 sesungguhnya telah jelas jalan yang benaar daripada
jalan yang sesat, Karena barangsiapa yag ingkar
kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali
yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

38 | Q.S al-Fath ayat 4 Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam
hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka
bertambah disaping keimanan mereka (yang telah
ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan
bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana

39 | Al-isra’(17):70 Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak
Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan.
Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan
Kami lebihkan yang sempurna atas kebanyakan

makhluk yang telah Kami ciptakan

40 | Al-Furgan (25):54 Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air

80




lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan

mushaharah dan adalah TuhanmuMaha Kuasa
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